
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas 
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tentang 
Perjalana.n Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pirnpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot.a 
Semarang, Pegawai Ncgcri Sipil, Calon Pcgawai Ncgcri 
Sipil, Pegawa.i Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai 
Negeli Sipil; 

b. bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut diatas perlu 
mengatur kembali Perjalanan Dinas Walikota/Wakil 
Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Kota Semarang, Pcgawai Negeri Sipil, 
Calon Pegawai Negeri Slpll, Pegawat Non l't!g~wHi Nt>g~ri 
Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil; 

WALTKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1-'t<;~,JAL,ANAN DINAS WALIKOTA/WJ\KIL WALIKOTA, PTMPJNAN UAN ANUtlUTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPTL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN NON PEGAWAJ NEGERI SIPIL 

PERATURAN WALTKOTJ\ SEMARANG 

NOMOR -1 t TAHUN 2015 

WAl,IKO'rA SEMARANG 

TRN'T'ANG 

bahwa Peraturan Walikcta Semarang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Perjalanan Dinas WaJikot.a/Wakil Walikota, 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 
Ncgcri Sipil, Pcgawai Non PP.gawai Negeri Sipil nan Non 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tclah dlubah dcngan 
Peraruran Walikota Nornor 8 Tahun 2014 tentang 
Pcrubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 
Tahun 201 '1 Ten tang Perjalanan Dinas WaJikota/Wakil 
Walikota, Pimpinan LJan Anggota LJewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, 
Calon Pcgawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawal Negeri 
Sipil Dan Non Pegawai Ncgcri Sipil audah tidak scauai 
dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang 
perjalanan dinas; 

a. Menimbang 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahuri 2003 tentang 
Kcuangan Negarrt (Lemharan Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor '17, 'J'amlmhan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4280); 

5. Undang-Undang Nnmnr I Tahun 2004 tentang Pcrben­ 
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor S, Tambohon Lembaran Negara 
Rcpubli.k Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun ?.004 tentang 
Pemeriksaan Pcngelotann dun Ta nggung jawab Keuanp;m 
Negara [Lembaran Negara. Republik lndoncsiR Tahun 
200'1 Numur 66, Tamhahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maielis 
Permusyawaratan Rnkyo.t, I rewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan PerwakilRn DRr.rHh dnn IJt:wan Pcrwalcilan Rakyat 
Dacrah (Lcmbaran Ncgnrn R~puul.i.k Indoneaia T~hun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lemharan Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5043); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (1.Rmharan 
Nt'!gara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nornor 8'..!, 
'l'nmhnhnn Lernbaran Negru~ Ropnblik Indonesia Nuw.u.- 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ientang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tarnbahan Lcmbaran NeKnm l{~publi.k Indonesia 
Nomor 3079); 

2. 

Undang-Undeng Numur lb 'rahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah lstirnewa Jogya.karta; 
Unclung Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemb<\r<\n N~J~l'M Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nouiur 244, 'J't1,111linlrnn T.rtnhnrnn 
Negara l:<cpubli.k Indonesia Nomor 55R7) ~hagahnar\a 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcdua 
Atas Undang Undang Nomor 23 'rahun 2014 tentang 
1-'emenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ah11n 201 r, Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 567CJ); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tPntang Pokok­ 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor '13 Tahun 
1()'=19 rcntang Pcrubahan Atas Undani,:-Undang Nomor 8 
Tnhun 1974 tentang Pukuk-Pokok Kcpegnwoian 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 3890); 

1. MengJ.ngat 



10. Peraturan Pernerintah Nomor SO Tahu n 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Daerah Tingkat n Purbahngga, Cilacap, 
Wonop;in, .Jepara dan Kendo.1 serta Penaraan Kccamatan 
di wilayah Kotamadya Daerah 1'1n~kaL II Semarang dalem 
Will:l,YW1 P1·u1,1iu~i r>ui:tHll 'T'i11e1u,1 I ,lnwn Tl"np:nh 
(IA-111h11l'An Nr.garA t,((')publtk Indoncaia 'rahun 1992 Nomor 
89); 

11. Peraturan Pcrnerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokolcr dan Kcuangan Pirnpinun Dan 
AnAAOl,'l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbarnn 
Nr:gl'lrA R~puhlik Indonesia Tahun :lOU4 Nemer 90, 
Tambahan l~mbarari N~tara l<~puhlik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah un 2007 
tentang Perubahan Kctiga atas 1-'Praturnn 1-'emerinlAh 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan nan Anggota Dewan Pcrwakilan 
I-la kyat Daera h [Lernbaran Negara Republik Indoncaia 
Tahun 2007 Nornor 47, Tnmbahan Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Kcuangan Uacrah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor '1578); 

I '.1. Peraruran Pernerintah Nornur 79 'rahu» ?.OOS te-ntnng 
Pedoman Pernbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4593); 

14. Pcraturan Presiden Nornor b'l 'rahun 2010 tcntang 
Pengndnan Ourang/Jaisa Pemerlntah scbagatmana t~lflh 
dlubah l~IX'J'A.l)f\ kali torakhir dengnn Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pe-rubahan Keempat Atas 
Peraiuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Darang/ Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tnhun 2006 
tcnhml!, P~durnun Pengelolaan Keuangan Daerah 
tSi:,lx:q~alman~ tds:ih diuhsh bcberapa knli terakhir tlen)(i:iu 
Peraturan Menteri l>alarn N~Kt:l'i Noruor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuungan Daerah; 

16. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor t,t, Tuhun 2008 
tcnrang Tata Cara Penatausahaan Dan Pcnyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bcndahara serta 
Pcnyampaiannya; 

17. Peraturan Mentcrl Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalarian Dinaa Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kcmcotcrian Dalam 
Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan serta Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

18. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor !)'.l 'rahun 2015 



Pr1s;.il 1 

l)i:ilam Peraturan Walikot..u ini, yang dirnakaud dengan: 
1. Perjala.nan dlnas adalah perjalanan keluar tempar kedudukan dalam atau 

luar wilayah Kota Semarang untuk kepentingan Pemerintah daerah. 
2. Walikota/Waktl Walikota adalah Walik111r1/Wakil Walikota Semarang. 
3. Dewan Pcrwakilan Rukynl Daerah yang sclanjutnya diaingkat DPRD adalah 

1>~wa11 Pcrwakilan Rakyu.l Daerah Kota Semarang. 
'I. l'egawai Ncgcri Sipil y11nE setnnjutnya dieingkat T'NS adall:ih Pcgawai Nep,eri 

Sipil di Lingkungan P~rtlP.rlnrah Kota Semarang. 
S Calon Pegawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah ca.Ion 

Pegawai Negerl Sipil di Lmgkungan Perueriutali Kota Sernarang. 
6. Pegawai Nnn PN8 adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 

IP.1'1e11h1 guna melaksanakan tugas pcmerintahan dnerah yang bersifat 
teknis profc$iona1 chm urlmlnlstrasi acsuai d~ng;.m kebuurhan dan 
kcmnrnpunn organisaei &a la r~gi:iwni diluar Pemerintah K11l>1 ~kmnrnng 
ynnp; ditugaskan secara prnl~sior'lal dalam pelaksanaan k~E!,lalan daerah 
seaual ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah 
masyarakat yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan untuk jangka 
waktu tertcntu guna mendukung pelaksanaan tugas perncrintahan daerab 
yang l.>t:r't..llat teknis dan admini~l11t~i ::sc~ual dengan kehutuhHJ1 da.u 
kemampuan organlsasi. 

8. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat 
LJaerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

9. Ternpat Tujuan adalah tcmpat/kota yang menjadi tujuan Pcrjalanan Dinas. 
10. Anggaran Pendapatan Dan Oelanja Daerah yang selanjutnya diaingkat APBD 

adalah APHU Kota Semarang. 
11. Satuan Kerj<t l'erangkat Daerah ynnK selanjutnya disingkal SKPD adalah 

Perungkat Daerah di Lingkungan Pcmcrintah KntJ1 semaranc selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

12. Unit Kerja eatuan Kcrj11 Perangkat Daeran yang eelanjutnya disingkat Unit 

KETENTUAN UMUM 

Menctapkan : P~~ALANAN DfNAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RA'l(YA'l' DAERAH KOTA 
SEMARANG, Pr-:OAWAT NEOERI SlPlL, CALON PEGAWAJ 
NEGERI SIPIL, J>EGAWAl NON PEGAWAI Ni,:ni,;Rr SlPlL DAN 
NON l'EGAWAI NEGERI SIPII •. 

MEMUTUSKA N: 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran ?O 1 S (RP.rit.a Negara 
Republik lncinnr:RiH Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Mcntcri Dulam Negeri 
Nomor 77 'l'altun ~1.01 :, tentsng Perubahan Atas rcraturen 
Menleri Dalam Ncgcri Nomor 52 Tahun 2015 tcntang 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah 'rahun Anggaran 2015 (Hr-ri111 N1-~'1l'B Republik 
lridm,,.Kia Talurn 2015 Nomor 1893); 

BAB l 



Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan 

BAB Ill 
PRTN81P PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

( 1) l'eraturan Walikota ini mengatur mcngenai penganggaran, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Perjalanan OinAs Walikota/Wakil Walikota, Pimpmo.n 
clan Anggota DPl<I>, PNS, CPNS, Pcgawai Non PNS dan Non PNS yang 
dibebankan pada APBD. 

(2) f>crjalanun Dinas sebagaimana dimaksud pm la ayat ( 1) meliputi · 
u. Pe1jo.J.ai1ai1 Dinas T.w-tr nm~rah yaitu pcrjalanan f>inol\ yang clilH.ktsa.11ak.rul 

melewall batas wilayah Kota Semarang 
b. Pcrjalanan Dinas dalam Kota Semarang yaitu Perjalanan Dinas yang 

dilakHl-rnHkan di dalam wilayah Kota Semarang dari ternpat kedudukan. 
(::\) Perialanan Dinas dalam kota scbagai dimaksud pada ayat(2) huruf b terdir! 

dari : 
a. Perjalanan Dinas Dalam Korn Ku rang dari 8 ja111, dan 
b. Pcrjalanan Dinna Dalarn Kata Lebih dari Rj1rn1 

(4) Perjalanan d.inas sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya 
berlaku untuk perjalanan d.inas dalam rangka melaksanakan Kegiatan 
Diklat/Bintek 

BAB II 
t<UANG LINOKLIP 

Kerja SI(PD adalah Unit l'~lukso.na Teknis Dinas/Unil Pelayanan SKPD di 
Lingkungnn Pemerintah Kota Semarang 

I;). Pengguna AI1ogarAn y,mg selanjutnyu <.litsiu1:k~t PA ArlAlAh pejabat pernegang 
kewenangan penggunaan Anp,P.Aran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
Iungsi Sl<Pn yAnr, clipimpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang sclumutnvu dieingkat KPA adalah ~jabat 
yang dibcri kutt:,p( urrttrk melakeanakan isebacl~n kewcnangan PA c..tul,im 
rnelnkannakan sebagian tugas dan Iungs] SK.PD. 

1 ~. Dokumen rt:1~k~11ttH11 Anggnron SKf'D yan~ 1$l.'.ltt.r1j11111yA di:linglco.t DPA­ 
SK!'U adalah dokurm-n }HIIC 111~muAt belania Yllili di1:uu~1 ~hAP.AI daear 
pelaksanaan anggaran oleh PA. 

16. surat rerjalanan Dmae yang selanjutnya distngkat SPD adalah dolrumcn 
yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Pcrjalanan Dinns 
bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota UPRD, PNS, CPNS, 
Pegawai Non PNS dan Non PNS 

17. Pelaksana SPD adalah WAlikota/Wakil Walikota, Pimpinan clan Anggota 
nrRO, l'NS. CPNS, Pegawai Non l'NS dan Non PN8 yang melaksanakan 
perjalanan dinas 

18. Lumpsurn adalah suatu jumlah uang yang tclah dihitung terlebih d..«ltulu 
(pre calculated amount) dan dlbayarkan sekaligus 

19. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan seauai dengan bukti pcngeluaran 
yang sah 

20. 1-'r.rhitungan Rampung ndnlah pcrhitungan hiaya Perjalanan Dinas 
ycmj{ dihitung 8C$\lRI kchuruhnn riil benlasarkan krtr.ntunn yunt4 ~d~u. 

~1. Standar Satuan llarga adalah satuun biu)it )ang ditctapkan oleh Wallkota 
sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran cliil::tm Rcncana Kerjo. dan 
Anggaran SKPD. 



(1) Pc1jala11an Dinas sebagairnana uiillttk&ucl dalam 1-'n!'..-il 2 oleh Pcl.Hk~H:l 8PD 
dilakukan sesuai perlntah pcjabat yang berwenung tlii11 iertuang dalam Surat 
Perin tah Tugas 

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drtcrbitkan oleh: 
a. Walikota untuk Porjalanan Dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil 

Ws:ilikntA rlAn Sekreturls Daerah: 
b. Ketua DPl{I) unruk Perjalanan Duui~ .vw1~ dllakuknn oleh Pirnpinan dan 

Auggota DP~U; 
c. Sckrctaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kcpala 

SKPO / Aaisten, 
d. Sekretaris Daerah, khusus pcrjalanan Dinos di lingkungan Sekretariat 

Dacrah yung anggaran kegiatannya tidak di Kuasakan kepada Kmu~ 
1-'engguna Anggaran (T{PA). 

e. Asistcn Sekretaris D.-1Arah, khusus perjalnnan Dlnas di lingkungan 
Sekretariat Daerah yang anggarnn kegintarmya w Kuasakan kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPJ\). 

f. Kcpala SKPD/Selcretaris untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh 
Pcluksann SPD di lingkungan SKPD berkenaan. 

g. Kepala SKPD / Aststen di Liugkungan Sekretariat naerah yang 

Pasal 5 

(2) Perjalanan Dinas sebagaiinana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilnkukan 
dalam rangka : 
1-1. Konsultaei, studi komparasi, rapat , seminar, workshop, pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan scjcntsnya sesuai 
ketentuan peraturan penu,dang-undangan: 

b. menj,m1pul/mcngantarkan ke iempat pemakcrnan jenazah 
Walikota./Wakil Walikot~, Plmplnan dan Anggota DP!-<U, l'NS, CPNS , 
Pegawai Non PNS dan Non PNS yang meninggal duriia dalam melakukan 
Perjalanan Dinas. 

c. pclaksanaan tugas Pemermtahan Daerah lainnya; 

p) F'<·rjall:u1w1 Dlnas Lua r Daerah sebagairnana 1limakt":1ud dalam PaK:-t 1 2 H-yal 
(2) huruf a digolongkan menjadi: 
a. Perjalanan Dines DKJ / Jabar / .Iatirn / Banten / Luar Jawa yaitu 

perjalanan liimu, yang bcrtujuan ke DIG / Jabar / Jatim / Bunten I 
Luar Jawa; 

b. Perjulnnan Dinas Jawa Teni,tIJh / UTY yaitu perjahirrnn dinaa yang 
dllaksanakan dalam wilayah Pmvinsi Jawa Tengah I l>IY, 

Pasa.14 

HABTV 
PERJALANAN DlNAS 

memperbattkan prinsip sebngni barikut: 
A. sclektif, yuitu h,ill.YH 11nt11k kopentingan yang sangat tinggi don prloritas 

serta berkaitan dcngan penyelenggaraan perncrinlahan daerah; 
b. elisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan sccara ' 

hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyat.a; 
c. ctckuf, ynitu pelnksnnaan anggaran pcrjalanan ilinms diljl:ljuHikA11 dengan 

pencapaian klnerja kegiatan SKPD; dun 
d. akuntnbel, yuilu pt'rll.1.u1mungjAwAhnn pelaksanaan pcrjRhmnn dmus 

dilHkllknn sesuni dengan f)t'mlJCl)A.11Al1 h1nyn pennlanun dinas. 



(5) Biaya pengin.apan scbagairnana dimakaud padu uyut (1) huruf c merupakan 
biaya yang diperlukan untuk menginap : 
a. di hotel; a tau 
b. ditempat mengi.nap lainnya. 

(6) Dalam bal Pelaksana SPD tidak menggunak.an fasililas hotel atau tcmpat 
penginapan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayar (5), bcrlaku 

(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) teniiri atas 
komponen-komponen sebagai berikut: 
a. UWl~ lu:111 .. ui; 
b. biaya transport; 
c. biava ptmP,im-tp~m; 
cl. uang representasi; darr/atau 
e. sewa kendaraan dalarn kota; 

(2) Perjalanan Dinas Dalam Kota Semarang sebagairnana dirnaksud dalam pasal 
2 ayat (2) hu ruf h berupa Uang Harian (komponen transport lokal). 

(3) Uang harian sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) hurufu tr.rdiri utas: 
a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. unng saku. 

(4) Uittyn t runxport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b terdln atas: 
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan atau tcmpat tinggal sauipur 

tempat tujuan keberangkatan dan kcpulangan termasuk biaya ke 
terminal bus/stnsiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/airport tax/pelabuhan 
kcberangkatan dan kepulangan. 

Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya 
Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan 
Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan 
ruiuan Pcrjalanan ninH~ 

(3) Ketua DPRD sebagaimana dirnaksud pRc1R ayat (2) huruf b dapat 
rnendelegnaiknn kewenangan penorbitan Surat Pcrinrnh Tugus kepada Wak.1.1 
Ketuu :i;~b~t)l.~U unstu µuuµiPa" 1)1'~1) h~rk~nAAn rl~ngnn pertimbangan aspck 
olcktivttas, efisiensi dan ked~war.un~~n 

(4) Sur;,it Periruah 'T'tJgAR acbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling scdikil 
mencantumkan hal-hal sebagai bcrikut: 
a. pem bcri tu gas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas: 
d. tcmpat pclaksanaan tuaas: dun 
~ makxud pdakK1H1A81l LUJ;ta8. 

(5) Surat Perintah Tugu~ sebagaimana terscbut di daJam pasal 5 ayat (2) huruf 
(g) tidak bcrta ku hagi Non PNS dalnm melaksanakan perjalanan dinas dalam 
kotn 

(6) Format SPD sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) sebagairnaua tercantum 
de.lam Lampiran l merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan 
W alikota ini 

berkepentingan urnuk Perjalanan Dinas yang dilakukun uld, N1111 PN8. 
h. Kepala UP'T'D/UPTB untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota Semarang yang 

dilakukan oleh Pelaksana SPD di lingkungan UPTD/UPTO berkenaan. 

ral' .. il 7 



P,1s.1l q 
(l) OalAm hAI Perjalanan Dinas unluk m<.:u~utl ,-apAf, sorninnr, workshop, 

pendidikan dan pelatihan, blmblngan rcknia, sosialisasi, kursus, (Jan 
sejeniRnya, tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan 
Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPIJ Pclakaarta SPD. 

(2) Dalam hal perjalanan Dinas unruk mengi.kuti Koneultast dan studi 
komparasi dengan pcserta linta» Sl<PD, biaya perjalanan Dinas dapat di 
bebnnkan pada salah satu D!'A-SKPD. 

P) Dalam hal Pt'rjfilfillMJJ /1in~~ rlllAkuknn ~~nro bersama-sama untuk 
melakeanaken Konsultasi, studi kouipurasi, rapal, seminar, workshop, 
pendidikan dan pclatihan, birnbmgan tekrus, soS!3lisasi, kursus, dan 
scjenisnya seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotcl/Penginapan 
yang sama. 

(4) Pendamping dau/atau ajudan W1:1likol1:1/Wakil Walikota/Pirnpinan 
Oewan/S~kret.ads Dacrah dapat mcnginap pnrlu holt!l/penginapan yann 
sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinnn l)P.won/Sekretruis Dacrah 
dengan rnelampirkan Surat 'rugas Mendampingi dan pelaksanaannye 
menggunakan fnsilitas kamar dengan biaya sesuai stander golongan SPD 
dan/atau biaya terendah pada hotcl/penginapim dim1:tksud. 

(5) DHIA.m hal Pe1jala.nan Dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk 
melaksanakan kegiat.an tcrtentu, menggunakan pengina~n at.au hotel yru1g 
sama, dalam hal biaya pcnginapnn po.rlo hotPl ntnu penginapan yang sama 
tc:r~l.>ut lcb!h tinggi dari :rotunn biaya. hot~l at.au pensinap~n yAng ciintur 

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 besarannya 
ditentukan dengan Pcraturan Walikota Tentang Slandar Satuan Harga. 

ketentuan sebagai berikut: 
a, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebcsar 300/n (tiga puluh 

persen) dari tarif hotel ell kota tempat tujuan yAng ht:sarnya sebagaimana 
diatur dalam l'Pr~h1nm Wi:tlikota ten tang Standar Satuan llarga: 

l,. IJiC\Ya p.-.ncinA pAn ,;~hagaimana dtmaksud pE1.da h Im II II rhh:iy:lf'k3n 
OCCC\l"Q lumpsum: 

(7) Uanu rcprcscntasl scbagaimann dimaksud µ~ll~ HYHI ( 1) huruf d dapat 
diberlkan kepnda Walikota/Wa.kil Walikota, kcrua den Wnkil Ketuu r>PRO, 
Anggota DPRD, F;sclon 11, Eselon III dan F:r;elnn IV. Besaran uang 
rcpreaentasi diberikan per hari p1-11IH saat melaksanakan perjalanan dinas. 

(8) Sowa kcnrlaraan (sudah termasuk Sopir/BBM/Pajak ) dalarn kota 
eebagaimana dirnaksud p,sch1 ayal (1) huruf c hanya dapu: diherikan kcpada 
Wallkota/Wnkil Wnlikolu, unluk kcpcrluan pclaksarmnn t ugae di tcmpat 
tujuan dan dibayarkan secara riil. 

(9) Dalam Hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan bersama sa.ma (minimal 4 
orang) dapat menggunakan Sewa kendaraan (sudah termasuk 
Sopir/BBM/Pajak) dibayarkan secara ritl 

( 10) Sewn Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya 
untuk pcngemudi, bahun bakar minyak, clan paiak dil,P.rikAn kcpada 
Walikot.a/Wnlcil Walikotu, uru uk kcpcrluan pelaksanaan tugas di tcmpar 
tujuan. 

( 11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagairnana dimaksutl padt-t Hyat (1) 
dicantumkan pada Rincian Blaya Perjalanan Dinas sesual dengan format 
sebagaimana ,~n:Hnl um dalam Lempiran V merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 



(1) Perjalanan dinas sebagatrnana dimaksud ayat Pasal 2 ayat (2) huruf tt dapat 
dilakukun melalui pcrikatan dengan penycdia barang jusa. 

(2) Perikatan dcngan Penyedia j~AA scbagaimana dlmaksud dalam Paxal 12 ayat 
(1) dupu.l berupa ~,umf nrya.n:i:a?r, biro jasa perjntunnn, pcrusahaan jasa 
transportasi, dan pcrusabaanjasa p<'rhotrlen/ penginapan danjasa lamnya. 

(3) Penetapan penyedia jasa schAgeimona dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai kctcntuan peroturan pcrundang-undangan. 

(4) Komponen biaya Perjalanan Dintu1 ynng rlapat dilaksanakan dcngnn 
perikat.an meliputi biaya trHnNf>Ot'l termasuk pembelian/pcnfJidaan tiket 
dan/nt;tu biaya pcnginapan. 

Pembayaran hinya Perjalanan Dinas dil,...rikan dalam batas pagu anggaran ynn~ 
tcrscdla dalnm Anggaran SKl'D bcrkenann. 

Pasal 12 

Pasal 11 

(1) Dnlarn hat jumlah ha.ri Perialanan Dinas melebihi jum.lah huri vang 
ditetapkan dalam Surut flt'r intah Tugas/SPD dan tidaJc d1m-h.:1hkan oleh 
kcaalahunj kelalalan pclaksana Sl'D dapat dibcriknn tambahan uang hnrian, 
hiaya penzinapan, uang ropresentnsl, dan scwa kerularaan dalam kotn 

(2) Tambahan uang harian, hiaya penginapan, uang representasl, dan sewa 
kendaraan dalarn kota sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dcngan 
melampirkan dokurnen berupa: 
a. Surat kererangan kesalaharr/kclalaran dari syahbandar/kepala 

bandarnj'perusahaan jaaa trnnsportasi lainnya; d;rn/at.au 
b. Sur111 keterangan perpanjungan tugas da.ri prmhen tugaa, 

(3) Berdasarkan dokurnen sebegaimana dimaksud pada avat (2), PA/I(PA 
rnembebankan biaya tambahan uang harian, biaya penglnapan, uang 
representasi, dan scwa kcndnrnon dalarn kota pada DPA-SKr'U ~rkt-11111111 

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD 
kurang dari yang seharusnya, dapat dirmntukan kckurangannya, 

(!i) ualam hal juml11h harl Pcrjalanan r>iriafl kurang drui jurnlah hari yung 
ditetapkan dalam SPl), l'ehikeana SPD hurus mcnyctor ke-rnbnli kelcbihan 
uang harmn, biay1-1 penginapan, uang reprcscnraai, dnn sewa kendaraan 
dalarn kota yang telah ditcrimanya, ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA 

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
represcntasi, dan :,t'w.:t kendaraan dalam kota dalam hnl berkurangnya 
jurnlah hari perjalanun dmas yang d1srhsihkan adanya pemndaian acara 
kegintan ya.r1A dttct~plcsm oleh peny~lenr.r,a.rA dihitung ~~u..u 1.kJlf~n riker 
kepulungan. ( Penjelasan lt!bili lanjut akan diatur dalarn Pcraturan Wnlikota 
tentang Standar Satuan Harga ) 

dalarn perwal ini maka mcnggunakan Iasilitas kamar dcngan biaya terendah 
pada hotel atau penginapan yan~ sarna tersebut 

(6) DaJam Hal Biavn terendah pada hotel / Pcngmapan sebagaimana dimaksud 
pncfa ayat (4) dan ~At (5) sudah tithtk ter sedia, maka dapat mcnggunakan 
blaya pcnginapnn pada kclas kamnr rlinfm~nya 

Pasel 10 



( 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pclakeanaan Perjalanan Dlnae 
kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah 
Pcrjalnnnn Oim-tK dilaksanakan. 

(2) Pl~, IH11~1rngj,1wnhnn hlnva Perialanan Dinas !$Cb~~Hirm11\a dlmaksud pada 
ayat (1) unruk Perjalanan Dinas Luai n~c:rah dengnn rnelnmpirkan dokuincn 
berupa: 
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 

5 ayflt (2); 
b. SPD yang telah ditandatangani oleb PA/KPA dan pejabat ditempat 

pelaksanaan Perialanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tcmpat 
Tujuan Pcrjalanan Dinas; 

c. filc~I pesawat/Invoice, boarding pass, retrlhu~, bukti pcmbayaran mod11 
transportasi lainnya dan atau airport tax; 

d. bukti pernbayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa 
kuilRmii atau bukti pcmbayaran lainnya yang dikcluarkan oleh badan 
usahayang bcrgcrak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

(3) Dalam hal bukti f)P.ngelu:1mn transportasi dan/atau pcnginapan 
sebagaimana dimaksud pada ay;.it (2) huruf c, huruf d, tidak rlipl':mk:h, 
pertanggungjawa\.Jwl blaya Perialana» DirmK dapat h1:1.11ya mcngzunnken 
Daftar Pengeluaran Rill sebagatmana tercantum dalam Lampiran IV 
Peraturan W alikota in i 

( 1) Dalarn hal terjadi pembaralan pelaksanaan Perjalanan Dinas, blaya 
pernbatalan dapat di~hnnknn pada DPA-SKPD berkenann. 

(2) Dokumcn yang hnrua dilumpirkan dalam ranr.lrn pernbebanan uiaya 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu t i: 
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang 

berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II f'eraturan Wal.ikota ini; 

b, Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinus yun~ 
dibuat eesuai foTTnul sebagaimana tercanturn dalam Lampiran ill 
Pcraturan Wlllikol,t i11i; 

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biava Transport 
dan/atau biaya penginapan dari pcruaahaan jasa traneportesl dan/atau 
penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankun pudn OPA-SKPD sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. bisya pcmbatalan tiket transportasi atau biuyu pt!11f,(hla.pru1 atau 

pcngcluaran rill lainnya; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 
c. Uang Harlan yang sudah dibayarkan tetap diberikan sesuai dengan 

tanggal tiket kepulangan. 
d. yang bcrsangkutan rnernbuat Laporan bahwa kegiHlmr rersebut di 

batalkan. 

Pasal 14 

(1) l{ontrak/perj•m.iinn dengan penycdia jasa <lHpHI dllakukan untuk 1 (satu] 
paket kegiatan al.-1u uniuk kcbutuhan periode tertentu. 

(2) Nilal satuan harga dulam kuullu.k/ peijanjian mengikuti Peraruran 
Perundangun Yi<lll~ bei laku 

Pasal 13 



(1} Besaran satuan bis.ya untuk komponen perjalanan dinas sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (]) diatur dengan Peraturan Walikota ten tang 

BAB Vl 
Kl'.:'rENTUAN Ll\IN-LJ\IN 

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan 
Pcrjalanan Dinas sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan. 

P~SEII 17 

HAB V 
PENGENDALlANINTERNAL 

(1) Bcndahara Ptmgduai'arl/RendAhAra Pengeluaran I'ernbantu mclakukan 
Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran hiaya Perjalanan Dinas 
dan diaampaikan kepada PA/KPA scsuai dengan format sebagairnana 
tP.r<:antum dalam Lampiran V Pcraturan Walikota ini. 

(2) PA/KI'A berwcnang untuk menilai kesesuaian dan kcwajaran atas blaya­ 
biaya yang Ierrsmtum dalam daftar pcngeluaran. 

(3) Dalarn rnelak ukar) r~rl,ituugan rampung sebagairnan» dimakxud pada ayat 
(1), P/\/KPA dupat mendelegasikau kcpada PPTK. 

Pasal 16 

(4) rertanggungjawaban biaya Porjalanan Dinns sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Perjalanan Dines Dalam Kota Lebih dari 8 jam dcngan 
melampirkan dokurnen berupa: 
li. Surat Perintah Togas yang SAh dari pejabat yang berwcnang scaual Pasnl 

5 ayal (2); 
1,. 8PD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pcjabat dil,-mpnl 

peluksunuan r~rjalanan Dinaa atau pihak terkait .vunk menjadi Tempat 
Tuiuan 1-'erjnlnnnn Uinns; 

c. Laporan l lasil Perjalanan Dtnas kepada PA/KP/\ 
(5) Pertanggungjawaban l,hwt\ P'-·,j..-lAnF1n ninfl:q ru-hngnimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk PP.rjrihm:in rnnas Ualam Kota Kurang duri 8 j.1111 tlt-11KRll 
melampirkan dokumcn berupa: 
a. Surat Pcrintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 

5 avat (:ll; 
b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA. 

(6) Pt-:rlm1ggungj3waban biaya Pcrialanan ninu~ st-:h.1~imana dimaksud pada 
o.yat (1) untuk PerjAIAnAn Uinn~ Dnlnm Kota D.~ non f>N~ nr.ngi:m 
melampirkan dokumcn berupa: 
a. Undangan 
b. Daftar Hadir 

(7) Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksariakan melalui Perikatan penyedia .Iasa 
rnaka Pembayaran dilakukan cl~n~1-H1 melampirkan : 
a. Surat Perintah Togas 
b. Surat Perjalanan Dinas 
c. Laporan Hasil Perjalanun Dlnas 
d. Kwitansi / SPK /Perjanjian ( Kontrak) 
e. Serita Acara Pembayaran 
f. Bertta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 

1-'AAAI 1 H 



Aili 1'R1~NTO 
BF.RITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, 

Diuudangkan di Sernarung 
padatanggal ?015 

TAVIP SUl-'~IY/\NTO 

lj. WALIKOTA St<:MA~ANO, 

Diterapkan di Semarang 
pada tun~g,"ll ?.O 15 

• ' /ltl­ 
. J' 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota im dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Peraruran Wahkota iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

Pada snot 1-'eralurau WN.likoli:t lnl mulai berlaku, Pc.:rHlllrnn Wnhkota Noruor 1 
IM11l1-111g Tahun :l014 Tent~nc Pc·c iHIUllflll UanQD W.:\likolH/WAkll Wo.lilcotn, 
Pimpinan Dun A11geota Dewan I'erwakilan Rakyat Duernh Kota Semarang, 
Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Ncgcn S1p1l, Pegawai Non Pegawai Negeri 
Sipil Dan Non Pegawai Ncgcri Sipil [Berita l>oerAh Kota Semarang Tahun .2014 Numm 
1 ) Sebagaimana diubah dalam Pcraiuran Wallkota Nomor 8 tahun 2014 Tentang 
l'erubo..han Atas Peraturan Walikota Semarung Nomor 1 Tahun 2014 Tcntang 
Perjulunan Dinas Wtllikut,1/Wi:ikil Walikota, l'impinan Dan An)o'.xuta Dewan 
Perwakilan Rakyat Daeruh Kota Semarang, PH~cwul Negeli Sipll, Calur1 Pcgawar 
Negeri Sipil, Pcgawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Ncgen Sipil 
(Serita Daerah Kota Semarang Tnhun 2014 Nomur 8) dicabut dan dinyarakan udak 
berlaku. 

Stundnr satuan HarGR 
('..!) Dalam hal lw.:-otnt11 satuan b1cwn nehae:11rm111>1 tt-1 acbut pada ayat (1) Lx.:lurn 

diatur, kepala daerah 111PnPh=tpkAn besaran satuan uiu_vu dunnksud sesuai 
dengan harga ny:'IIA dan karakteristik masing-masing daerah. 



NIP 

( .. .. ) 
Pcmgkal 

PA/KPA 

Olkeluarl<an di 
Tanggal 

Coret yang tidak pertu 

1 PA/KPA 

2 Name I NIP Pegawal yang melaksanakan 
Perjalanen Olnes 

3 a. ra119kat den Colongan a. .................................... 
L, JabF1!F111 I h)~t11nr.l b. . .................................. 
c. Tingkat Oiaya Perjelanen Oinas c . . - ...... . . . .. 

- 

4 Makaud Perjalenen Dines 

5 Alai Angkutan yang dipergunakan 
A 3. Tempat Berangkat • ........................................ 

b T 1:1111p1:1l T uiu1:111 b. . ..................................... 
7 Lamanya Peqalanan Dines a a ........................................ 

b. Tangal Berangkat b. . .................................. 
c Tl311yy~I Harus K&mbah / libs di tampat baru c ···························· 

6 Penglkut · Nama Nlr Kctcmngon 

1. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 
2. . ..................................................... 
3. . ......................................... ··········· 
4. ... ... ............ ... ... . ........................... - 

9 t'amb9baniin Anggiiran 

0 lnst;,nsi a. . ...... ..... ......... 
b. Kode Hekernng All!.l~ltill b . ............................... 

Keterangan lain Lain - 10 

Nomor : .. , - .. 

SURAT PERJAIANAN OINAS ( SPD ) 

PF.R.JJ\LJ\NJ\N OTNJ\S WALTKOTA/WAKlL 
WALlKUTA, l'lMl'lNAN DAN ANGGOTA nP:WAN 
PE~WAKlLAN ~YAT l>Al(l-l/\H K(fl'J\ 
$RMARANn, PF.<1AWAT NF.OF.RT R1P11., C/\LON 
PEOAWAJ Nt<;Ct<:~I STPIL, PEGAWAI NON 
f'f<;GAWAI N1£GgR1 SIPIL DAN NON PEGAWAl 
NEOERJ SIPIL 

Tahun 2015 NO MOR 

L.AMPlRAN I 

PERATURAN W ALIKOTA SEMARANG 



V1 catatan • .:..:::Lil:::-,:..:;l3ln;;::.:.. _ 

Vll. PERI IA IIAN • 
Pajabal Yang berwenang yang menero111um APO. ~AwAi yang mctakuk.:in pel)11famin drnas. p11rv pvjabat 
yo11i;i mongos.ihk-ln '"'"DD"-' ht1n1ngkat/tlba, aerta licndehoro pcngcllmran 1:>ert;,noo11no,:11WSb t>ttrd1uu111<an 
peraluran kA1111no11n nAOr.11, apablta Pemerinuill Da11181l niene1en1a rug, a1t112;i1 1<ual11h11n, kelatelan, den 

..___kealpaannya _ 

........................ ) 
PM'Jk"' 

(rA/ KPA) 

Tba Kemball di , .. 
Pada tanggal . 
Telah d~~ MIIIJIWI kBIArRl1()M bahwa perjalanan lerseb\rt 
8188 pemlshnys dlln aemala mata untuk kapenungan jabatan 
d!!l11m Wllklu )'!11111 ll<M IIJM' $lfl91<.ilny.i 

Kepaa 
(............ . -) 

NII' . 

Berangllal dart Ke 
Pada Tanggal 

( ) 
NIP 

( ~ - --> 
NIP .. 

00f319(111 riilrl 
Ko 
l'MII T MOO .. 

(.................. . ) 
NIP . 

Ucnmgl\ul dw I 
Kii 
I'~ I IWi!JrJHI 

( ) 
NIP . 

V. Tlbodl 
Podo T onggal 

( ) 
______ NIP ,,.!.'''",,, . 

( -) 
____ _.:.:.Nl::..P:.:.:···"-""'CC.""'""''::,,.:.:.'""'""-""'~"'-""'""'---- 

Kop,,la 

Ill. llbadl 
l'iv.l., I MIJOHI 

(... .. .. ) 
Nlr............ .. . 

Kepala 

I. SPONo. 
Rttn11lC.)k>t1 dar1 
(Tampa\ Kodudukon) 
Pads r Bn®al 
Ke 



NIP.--··--··- . 

Pangkat 

······-· .... ·•·+·O ....... OHH+0h.UfUUf0000000 

.. , tangg.>f,hulan, tahun 

Yang Membuat Pcrnvataan, 

Dlb11t11llran atau tiduk Ul;ll)dl dllaksanalcan dl~obabkan y1111i: l.ii!rsane1<11rnn s.,klt I Memni.:i.:c1I I adany.1 

kcperluan dlnas lainnvn ynng sangat mendesak / penting dan tldak dilpat dilundd vaitu 
........................................................................ _,_,....... Sehubungan dengan pembatalan rprsPhut, pelaksanaan 

perjalanan dlnas tldak dapat digantikan oleh pejabat I pegawai neserl lain, 

Denilkian Surat pernyataan lnl cflbu;it dcngon ~ebtmarnya dan ap;ibila dikcmudlan harl terny11t11 surnt 

Pcrny.it.J.in ini tidak bP.Mr, ~y;i bortanggungjowab penuh dan bPr<;Prll;i di proses sesua1 d~nt.:dll k~I PI\Tu;in 

hukum yang berlaku . 

Jabatan 

S;rtu:,n Kcrja 

_,, ,11,,, . NIP. 

........................ ,. - . 
Menvatalc,rn rlPngan scsunio1uh11yd, bahwc1 PPrj;il.1n;in Dinu J11b11lan etas narno: 

.................................................... 
•••••••u•u-•••••••••••••••••••••••nou•••t•••••• Jabatan 

Saluan KerJa 

NIP. 

................................... , .. ,0,,,, . Nama 

Yang bort.indala11Hdll dlbilWc'lh lnl . 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS 
PERJALANAN DINAS JABATAN 

LAMPIRAN JI 
PERATURAN WALIKOT/\ SP.MARANO 
NOMOI~ 'rahun 2015 

PltRJALANAN DlNAl:i W/\t.TKO'T'/\/WAKJL 
W/\LTKOTA, PIMPINAN l>/\N /\NOG()'t'A DEWAN 
PERWAKTLAN RAKYAT DAERAll l<O'l'J\ 
SEMARANG, 111•:CAWAf NEGERJ Sll'IL, CALON 
PEGAWJ\1 N~oi-;1<1 SIPIL, PEGAWAT NON 
Pl'XJAWAI NEGERI SlPII, OAN NON PEGAWAl 
Nfr.<11•~Rf Rff>TL 



NJ P ..... ,,,u,1,111u1t11 ttt••••••••••• 

Panekat 

..._ - , tan,mal,bulan, tahul'I 

Yang Membuat Pemyataan, 

Demlklan Surat pernvataan lni dlbuat dengan scbcnamya dan apablla dlkemudlan hart temyata surat 

Pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan keruglan ne~ara, save bertanggungjawab penuh dan bcrscdla 

rmmyt!lor kdn ke1 ueian Negara terscbut kc K;,$ o.:icr.ih. 

................................. Tanggal satuan Kerja 

Oih1tlwlkw11 i~uili dcngiln surat Pcrnyiltililn Pcmb.>t.ililn Surat Pcr1.ibn~n DtM( (\1'11) Nnmnr 

---····-·- - tanggal . 

Berkenaan dengan pernbatalan terscbur, biaya transport bcrupa ...... {di Isl transport yang digunakan) ...... 

dan biaya penglnapan yang tPlah terlanJur dlbayarlcan at.as beban DPA tidak dapal dikcmb.illk.in I refund 

(sebaniM / SPl11r11hny;i) ~AbP~;ir Rp. .. , schtngg.:i dibcbanka11 pdUJ DP/\ Nomor 

Satuan Kcrja 

NIP. 

Jabatan 

Nama 

(<:PO) Nomnr t;,1111,11,,11 , ,1l,1~ 11c1111,1: 

MPny.it;ik;m c1rng.in sesungguhnva, bahwa PerJalanan Dlnas rabatan Berdasarkan Surat Perjalanan Oln;is 

Jabatan 

Satuan Kerjil 

NIP. 

Vang bertandatanean dibawah inl : 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

LAMPIKAN Ill 

PF.RATtJRAN WAUKOTA SEMARANG 

NO MOR Tahun 20 is 
PERJ/\L/\N/\N DTN/\S WALTKOTA/WAKIL 
WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANOGOTA OF,WAN 
PF:RWAKILAN ~AKYAT UAl:!:t,{AH KUTA 
Rf,!MARANCl, PF.GAWAT NF;OF,RT 8TPTL, C/\LON 
PEOAWAI NEOERI SII'IL, rEOAWAI NON 
PEGAWAl NEGERl SlPlL DAN NUN l'~:O/\W/\1 
NEGERl SJPJL 



NIP, ...... , ... .. _ 
Pan(!kat 

NIP . 

••·••••-••·••••••o-•••••••• ... ••••·uoottttUtll 

M .. 111!Hliihui I menyctuJul: 

PAIKPA, 

..................... , t.in!'Ral,bulan, tahun 

2. Juml.1h U;ing tnrscbut pada anGkll 1 dlatas ben;ir-b1m.1r dlkcluarkan untuk pelaksana;:in P1>rj.1lan;,n 

Olnas dlr11c1k,111l tJ,m ,1t,1ubil.:i dlkcmudl;sn hen terd&p&t k .. t .. hih11n 11ras pcmb;sy;sran kaml ber.;ed1;,1 

untuk menyetorlcan kelebihan tersebut ke Ka~ Negara. 

Demiklan pernyataan ini kaml buat dengan scbenarnya, untuk dipergunakan sebagalmana mestinya. 

Jumlah Uralan No 

Juml.ih 

1. Bl;sya transport p~(!<iwai di.In ;it:111 bl;iy;i pcngln!lpan dibaw11h lnl yang ttd;ik dapat dipcroleh buktl­ 

bukt1 pengl'luarannya, mellputl : 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dmas (SPD) Nomor tanggal , dcngan lnl kami 

menyatakan dcnaan sesungguhnya bahwa : 

Jabatan 

NIP. 

N!lma 

Yang bartandatangan dlbawah lnl : 

DAFTAR PENGELUARAN Riil 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN WJ\LlKOTA SEMARANCl 
NOMOR 'l'ahun 2015 

PF:R,JALANAN DINAS WALll<OTA/WJ\KIL 
WALIKOTA, PIMPINAN lJAN ANGGOTA nP.WAN 
P~.RWA.K!LAN RAKYAT nAl<:Rl\11 KOTA 
Sl!;MA.l(ANO, PF.OAWI\T NEGERl su-u, CALON 
PEGAWAl NEGe:RI SIPlL, PEGAWAT NON 
PEGAW/\1 NFXH~l{I 811-'IL. UAN NON PEGI\WAI 
NKOll:t-tl SI 1-'I L 



rangkat 

NIP ·-···-·······-·--·· 

Rp . 

Kp . 

Rp . 

Mengetahul / menyetujui : 

PPJ KPA, 

PERHITUNGAN SPO RAMPUNG 

Ditetapkan seJumlah 
Y ,mis T Hlr1h dlbayarkan semu la 

Si~a Kurang / Leblh 

,,.,,,to,o••••••'••••····•••••·············· Panckat 

NIP.······-·-···-·-····-···-··· Panrrkl'lt 
NIP . 

............................................ 

YHnl( M1mi.:1i11h1 Scndahara Pcngcluaran I 
Bendah;ir;i PAngP.luaran Pcmbantu, 

Telah dibayar ,ejumlah rtp . ···············-····, tani;sal,bulan, tahun 
Telah menerima Jumlah uans scbesar Kp . 
................................ (._ ' 

( , ) 

Keterang;an No uralan Jumlah 

1 
2 
J 
4 
s 

l11mh1h l'lp. 

Lamptran SPO Nomnr 
Tanggat 

RINCIAN BIAVA PERJALANAN DINAS 

LAMl'IRI\N V 
1-'l'~t<A'l'URAN WALlKOTA SEMARANG 
NOMOR Tahun 2015 
PERJAl..ANAN DINA..'i WALlKOTA/WAKIL WALll<OTA, 
PTMPTNAN DAN ANGUOT/\ Dt•;WAN l'l•;t<WAKILAN 
t<AKYAT DAERAII KOTA ~RMI\RJ\NG, PEGAWAJ NF:GF.RI 
~TPTL, CALON PEOAWAf NEOERT STPTT,, l'l~GAWJ\l NON 
PEG/\W/\1 Nt•:n1<;1<1 Sll'IL UAN NON PF.GA WAI NF-<1~RI 
SIPIL 


